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HAHK ASASI MANUSIA
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
(Studi Terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia|

(ZULNAIDI, 98140168, FAKULTAS HUKUM UNAND, JUMLAH 79
HALAMARN, TAHUN 2003)

ABSTRAK

Momentum Reformasi memberikan nuansa baru bagi tumbuh dan
berkembangnya hak asasi manusia di Indonesia, Keluarnya Tap. MFPRE
Nomor XV1l/MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, kemudian setahun
kemudian keluar UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, diilkuti dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan
HAM, seckaligus mencabut Perpu Nomor 1 Tahun 1999 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah mengisi ruang kosong yang selama
ini ada berkaitan dengan peraturan yang menjadi payung dan acuan
umum hak asasi manusia di Indonesia, UU yang khusus mengatur
persoalan HAM ini merupakan produk legislasi baru dan belum pernah
sehelumnya dibuat UU yang sejenis sehingga perlu diketahui dan
dipahami tentang norma-norma yang dimuat didalamnya agar dapat
dijalankan sebagai mana mestinya.

Permasalahan wyang perlu diungkap vakni berkaitan dengan
muatan norma kedua undang tersebut, yakni apa ruang lingkup hak
asasi manusia dan bagaimana penegakannya sertn fanggung jawab
negara berkaitan dengan perscalan hak asasi manusia yang diatur oleh
undang-undang tersebut?.

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
flaw in books) yakni dengan melakukan studi literatur. Dengan mengkaji
sumber (hukum) primer berupa UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentlang Hak
Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia, dan sebagai pelengkap analisa digunakan sumber-
sumber sekunder dan tersier seperti bulku-buku, makalah dan atau
sumber tertulis lainnva.

Berdasarkan  kajian  dari  sumber-sumber rersebut, Penulis
mengemukakan hasilnya dalam bentuk deskripsi dari perscalan-
persoalan yang di kaji, yakni berdasarkan muatan dari kedua UU seperti
vang disebutkan sebelumnya.

Yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa
keluarnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang
Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan jawaban dan
tebutuhan negara akan perlunya Undang-Undang Hak Asasi Manusia,
khususnya sebagai payung dan sumber utama dalam menerapkan Jlak
4sasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai hak asasi manusia sebenarnya sudah
dimulai sebelum Indonesia merdeka (berdin), tepatnya pada saat sidang
BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoenesia) berupa
pertentangan vang terjadi antara dua pendapat dalam memandang perlu
atau tidaknya hak asasi manusia dimuat dalam UUD yang akan
dibentuk; M. Hatta dan M. Yamin merupakan pihak yang berpendapal
hak asasi manusia perlu diatur dalam UUD, sedangkan Sockamo dan
Soepomo darl pthak vang menentang hak asasi manusia dimuat dalam
LU

Alasan utama pihak yvang berpendapat bahwa hak asasi manusia
tidak perlu dimuat adalah karena bertentangan dengan filosofi negara
vang akan dibentuk. Negara yang akan dibentuk memiliki faham
komunalistik dengan corak negara intgralistik, bahwa ncgara
merupakan perwujudan rakvat secara keseluruhan sehingga tidak perlu
hak-hak perseorangan diatur karena bertentangan dengan semangat
tersebut, selain itu hak asasi manusia merupakan nilai Barat yang
bersifat individualistik, vang merupakan paham liberal yang berbeda
iauh dengan ciri komunal bangsa Indonesia.

sedangkan pihak vang mendukung hak asast manusi donuat

tarena pertimbangan perlunya antisipasi lahimya pemeritahan otoriter



ian  absolut  (lahimva negara  kekuasaan/machistaat).  Dalam
rerkembangan selanjuinya, antara kedua pendapat vang bertentangan
skhirmnva disepakati sebuah kompromi yvakni dimasukannyva beberapa
nasal hak asasi manusia dalam UUD 1945 vang dimuat dalam pasai 27
sampal pasal 34.

Perkembangan dewasa ini memandang bahwa pertentangan
antara kedua pandangan tersebut ddak sepenuhnya benar, karena
perdebatan tersebut hanya menyentuh aspek teoritis, sedangkan secara
praktis persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan yang sclalu
ada dalam kehidupan politik suatu bangsa, bahkan perkembangan
politik global dan nasional menunjukan bukti betapa hak asasi manusia
sangat perlu diperhatikan melalui pengaturan dan penegakan hukum.

Perlunva hak asasi manusia diatur dan ditegakkan tidak lagi
iipandang sebagai upaya mengadopsi nilai-nilai individualistik dari
saham liberal Barat, melainkan suatu keharusan guna melindungi
cepentingan warga dan individu anggota masyarakat dari tindakan-
rindakan yang merendahkan martabatnya sebagali manusia ciptaan
~uhan. Termasuk sebagai langkah aplikatif dari aspirasi dan dorongan
zlobal kepada negara Indonesia untuk melindungi dan menghorma ti hak
asasi mansia.

Salah satu langkah populer vang pernah dilakukan oleh negara
ni adalah dengan mendirikan Komnas HAM, melalui Keppres Nomor 50
“ahun 1993, Langkah ini membuktikan bahwa persoalan HAK ASASI
VANUSIA vang selama ini coba ditutupi ternyata begilu menumpulk,

=akvat berbondong-bondong mendatangl Komnas HAM  untuk



BARB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari perscalan-persoalan yang ielah dibahas dalam BAB I,

Penulis dapat menyvimpulkan bahwa:

1. Ruang lingkup hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang
Momor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memual cukup
lengkap garis besar hak asasi baik yang menyangkut prinsip-prinsip
hak asasi manusia (pasal 2 sampai pasal &), maupun kategori-
kategori hak asasi yang dibagi kedalam 10 {sepuluh) bagian (pasal 9
sampai pasal 66| antara lain; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan, hak mengembamgkan diri, hak memperoleh
keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hal aas rasa aman, hak atas
kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintzhan, dan hak wanita,
serta hak anak. Meskipun terdapat beberapa catatan sebagaimana
dibahas dalam BAB lll. Bagian A, Poin 4,

2. Perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia ini merupakan landasan bagi pelaksanaan pengadilan
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi
setelah undang-undang ini keluar, namun masih meninggalkan
beherapa persoalan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia
vang berat vang terjadi sebelum undang-undang ini keluar. Dalam

proses pengadilan hak asast manusia ini berlaku beberapa aturan
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